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menangani perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan agama tertentu dalam hal ini
pada kanteks hukum Islam. Tujuan utama dari peradilan agama adalah memberikan keadilan
‘sesuai dengan norma-norma agama yang dianut oleh individu yang bersangkutan.

Adapun buku yang saat ini ada dihadapan pembaca denagan judul Buku Ajar Hukum
Acara Peradilan Agama didalamnya terdiri dari Bab. | Pendahuluan, Bab. Il Lembaga Peradilan
Negara, Bab. Il Hukum Acara Peradilan Agama, Bab. IV Gugatan dan Permohonan pada
Pengadilan Agama dilndonesia, Bab. V Prosedur Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama,
Bab. V| Proses pemeriksaan Perkara dalam Sidang Pengadilan Agama, Bab. VIl membahas
mengenai Pembuktian, Bab VIl Produk Hukum Peradilan Agama. Bab IX Prosedur Sita dan
Eksekusi, dan Bab X Upaya Hukum. Selain itu ada contoh yang terdapat dalam lampiran mis.
Duplik. gugat Cerai. Gugatan, Jawaban Termohon, Permohonan, Replik dan Surat Kuasa.

Akhirmya semoga kehadiran buku ajar ini, dapat menjadi salsh satu referensi bagi para
dosenipendidik, praktisi, mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin menambah pengetahuan
mengenai beracara di Pengadilan Agama.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kedirat Allah SWT yang telah memberikan
limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga proses penyusunan
buku ajar yang saat ini hadir ditengah pembaca dengan judul “Buku
Ajar Hukum Acara Peradilan Agama” telah berhasil dirampungkan
disela-sela kesibukan penulis sebagai pendidik dan beberapa tugas
pengabdian lainnya. Selain itu, peran dari berbagai pihak juga
menjadi faktor pendukung sehingga buku ajar ini dapat
diselesaikan lebih cepat dibanding prediksi sebelumnya.

Salah satu motivasi penulis membuat buku ajar ini adalah
berawal dari keprihatinan penulis menemukan bahwa masih
kurangnya buku ajar yang membahas tentang beracara di
Pengadilan Agama, dengan pengalaman sebagai pendidik dan
advokat setidaknya dapat membantu dalam penyusunan buku ini.
Harapannya ialah dengan dengan hadirnya buku ini, dapat
memenuhi harapan dari sebagian kalangan yang menginginkan
adanya buku yang dapat menjadi panduan dalam mempelajari
Hukum Acara Peradilan Agama.

Buku ini terdiri dari 10 Bab yang menjabarkan tentang : Bab
1 Pendahuluan, Bab 2 Lembaga Peradilan Negara, Bab 3 Hukum
Acara Peradilan Agama, Bab 4 Gugatan dan Permohonan Pada
Pengadilan Agama Di Indonesia, Bab 5 Prosedur Pengajuan Perkara
di Pengadilan Agama, Bab 6 Proses Pemeriksaan Perkara Dalam
Sidang Di Pengadilan Agama, Bab 7 Pembuktian, Bab 8 Produk,
Hukum Peradilan Agama, Bab 9 Prosedur Sita Dan Eksekusi, Bab
10 Upaya Hukum.
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Tidak dapat dinafikan bahwa dalam penyusunan buku ajar
ini, masih banyak hal yang kurang dari segi konten maupun
penyusunannya. Olehnya penulis dengan lapang dada sangat
berharap masukan, saran, kritikk yang sifatnya membangun
(konstruktif) dapat menjadi bagian penting kedepannya untuk lebih
menyempurnakan hal-hal yang masih kurang agar dapat lebih
manfaat sebesar-besarnya bagi para pembaca budiman.

Baubau, 04 Mei 2024

Penulis
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BAB
PENDAHULUAN

Peradilan agama adalah bagian dari sistem peradilan yang
memfokuskan pada penyelesaian perkara yang berkaitan dengan
hukum keluarga dan agama. Dalam konteks ini, pengadilan agama
memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan
memberikan solusi hukum dalam hal-hal yang berkaitan dengan
perkawinan, perceraian serta masalah-masalah hukum agama
lainnya. Peradilan agama merupakan lembaga peradilan yang
memiliki yurisdiksi (kewenangan berdasarkan hukum) khusus
dalam menangani perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan
agama tertentu dalam hal ini pada konteks hukum Islam. Tujuan
utama dari peradilan agama adalah memberikan keadilan sesuai
dengan norma-norma agama yang dianut oleh individu yang
bersangkutan.

A. Sejarah Peradilan Agama

Sebagaimana layaknya pengadilan pada umumnya yang
mengalami perubahan dalam dinamika perjalanannya, begitu
pula pengadilan agama juga mengalami pasang surut.
Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai
dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam
masyarakat. Pada kesempatan lain, kekuasaan dan
wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan
peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami
berbagai rekayasa dari penguasa (kolonial Belanda) dan
golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama
melemah.



BAB
LEMBAGA PERADILAN
NEGARA

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan
yang sangat mendasar sejak masa reformasi, hal tersebut diawali
dengan keluarnya TAP MPR RI Nomor X/MPR/1999 tentang
Pokok-Pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelematan
dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara yang
menunut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi
yudikatif dan ekeskutif. Selanjutnya kekuasaan kehakiman di
Indonesia mengalami pengembangan dan perubahan dengan
adanya amandemen Undang-Undang dasar 1945 menjadi Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian
telah mengubah sistem penyelenggaraan negara di bidang
yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam
Bab IX Kekuasan Kehakiman Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal
24C dan pasal 25. Adapun kekuasaan kehakiman di Indonesia
dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan
yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi (Wahyudi, 2014).

A. Kedudukan Lembaga Peradilan di Indonesia
Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam
implementasi konsep negara hukum saat proses demokratisasi,
terutama dalam kondisi transisi dari sistem politik yang otoriter
ke arah masyarakat yang demoktaris dan transparan. Indonesia
memiliki beberapa lembaga peradilan yang bertujuan untuk
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BAB
HUKUM ACARA
PERADILAN AGAMA

Hukum Islam di Indonesia telah lama menjadi bagian dari
norma hukum dan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Perkembangan terus berkesinambungan, baik melalui jalur
infrastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya
masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.
Keanekaragaman pemahaman orang Islam Indonesia di dalam
memahami hukum Islam memiliki dua kecenderungan yaitu
hukum Islam identik dengan syari’ah dan identik dengan figh. Ini
banyak terjadi bukan hanya di kalangan ulama Figh, tetapi juga di
kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam. Cara pandang dan
interprestasi yang berbeda dalam keanekaragaman pemahaman
orang Islam terhadap hakikat hukum Islam telah berimplikasi
dalam sudut aplikasinya. Oleh karena itu dalam penerapannya
didasarkan pada beberapa dasar hukum yaitu kitab-kitab figh,
keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-
undangan di negeri-negeri muslim serta fatwa-fatwa ulama.
Keempat faktor tersebut diyakini memberi pengaruh yang cukup
besar dalam proses transformasi hukum Islam di Indonesia.
Terlebih lagi hukum Islam sesungguhnya telah berlaku sejak
kedatangan pertama Islam di Indonesia, di mana stigma hukum
yang berlaku dikategorikan menjadi hukum adat, hukum Islam dan
hukum barat (Anwar, 2016).
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BAB GUGATAN DAN
PERMOHONAN
PADA PENGADILAN
AGAMA DI INDONESIA

Peradilan Agama memiliki peran penting dalam menangani
berbagai masalah hukum yang terkait dengan keperdataan di
Indonesia. Peranan Peradilan Agama, menjadi sangat urgen
kedudukannya. Karena tanpa keberadaan Peradilan Agama,
pemerintahan tidak akan berjalan seimbang dan tentunya akan
menimbulkan kekacauan yang proses penanganannya tidak dapat
diselesaikan dalam waktu yang singkat. Misalnya dalam suatu
perkara tentunya ada dua atau lebih yang saling menggugat dan di
gugat serta ada pula yang meminta haknya atau pemohon yang
sering dikenal dengan istilah permohonan. Umumnya dalam
menghadapi  permasalahan keperdataan, seseorang dapat
mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan setempat, dalam
hal ini Pengadilan Agama.

Surat gugatan perdata dan surat permohonan dibuat oleh
pengacara atau kantor advokat yang ditunjuk oleh orang yang
berperkara dan yang telah di beri kewenangan oleh yang
bersangkutan. Surat ini merupakan permohonan dari pihak
penggugatkepada  pengadilan  untuk  menyelenggarakan
persidangan antar pihak penggugat dan tergugat terkait kasus yang
menimpa pihak penggugat. Sedangkan surat permohonan
merupakan surat untukmemperoleh hak-hak atau kerugian yang
harus ditanggung oleh tergugat (Agustiri, 2020).

A. Pengertian Gugatan dan Permohonan
Saat seseorang merasa dirugikan atau merasa hak-haknya
dilanggar oleh orang lain, maka ia bisa saja mengajukan gugatan
atau permohonan. Namun perlu diketahui bahwa keduanya
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BAB

PROSEDUR PENGAJUAN
PERKARA
DI PENGADILAN AGAMA

Peradilan Agama terdiri dari Pengadilan Agama, Pengadilan

Tinggi Agama dan berpuncak di Mahkamah Agung sebagai

pengadilan tertinggi untuk melaksanakan kasasi dan peninjauan

kembali serta melakukan hak uji perundang-undangan di bawah

undang-undang terhadap undang-undang. Adapun proses

pengajuan perkara di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut
(Sugiarto, 2021):

A.

46

Tahap Pembuatan Gugatan

Bagi siapapun yang hendak mengajukan suatu perkara ke
Pengadilan Agama, maka harus melakukan beberapa tahapan
diantaranya: terlebih dahulu ia membuat gugatan/ permohonan
tertulis yang kemudian didaftarkan ke Pengadilan Agama yang
berwenang sesuai kewenangan relatifnya. Surat gugatan ini
ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya. Surat gugatan/
permohonan yang telah dibuat dan ditanda tangani penggugat
atau pemohon lalu disampaikan ke Panitera Pengadilan Agama
setempat yang berwenang memeriksaperkara gugatan
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 118 HIR, 142 Rbg jo
Pasal 55 jo Pasal 66 UUPAg.

Untuk gugatan perkawinan dan perceraian diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

1. Apabila menyangkut pembatalan perkawinan, permohonan
diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama dalam daerah
hukum dimana perkawinan dilaksanakan, atau tempat



BAB

PROSES PEMERIKSAAN
PERKARA DALAM SIDANG
DI PENGADILAN AGAMA

Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan
memiliki tugas pokok dalam hal ini menerima, memeriksa, dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang termasuk di dalamnya
menyelesaikan perkara voluntair (penjelasan Pasal 2 ayat (1)
tersebut) (Karim, 2018).

A. Sidang Pertama dan Pengertiannya

Sidang pertama adalah tahap awal dalam proses
peradilan di pengadilan. Pada sidang ini, hakim memeriksa
gugatan atau permohonan yang diajukan oleh penggugat atau
pemohon. Hakim akan menilai apakah gugatan atau
permohonan tersebut memenuhi syarat dan mengandung
unsur-unsur yang diperlukan untuk ditindak lanjuti (Ilyas,
2023).

B. Jalannya Sidang Pertama

Adapun tahapa jalannya sidang dalam Hukum Acara

Perdata sebagai berikut:

1. Mediasi

Pada tahap ini, hakim akan menawarkan kepada pihak
penggugat dan pihak tergugat untuk menyelesaikan
perkaranya melalui jalur mediasi. Jika mediasi tercapai,
hakim akan membuat penetapan. Namun jika tidak terjadi
kesepakatan, maka akan dicatat dalam berita acara
persidangan yang kemudian persidangan akan berlanjut
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BAB
PEMBUKTIAN

Keberadaan alat bukti, merupakan hal yang sangat urgen
dalam membuktikan apa suatu perbuatan benar atau salah di mata
hukum. Alat bukti memiliki hubungan dengan suatu perbuatan,
dimana alat bukti dapat digunakan sebagai bahan pembuktian di
pengadilan guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran
adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang
terdakwa. Tidak dapat dinafikan bahwa tujuan dari pembuktian
adalah merupakan suatu sebagai bentuk gambaran yang berkaitan
mengenai kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa
tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian

Secara luas pembuktian memiliki makna yaitu upaya
untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan bukti-bukti yang
sah sedangkan dalam arti yang terbatas bahwa pembuktian
tersebut diperlukan jika yang dikemukan oleh penggugat
dibantah oleh tergugat (Soepomo, 1994). Sedangkan R. Subekti
menjelaskan bahwa pembuktian adalah suatu daya upaya para
pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang
kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di dalam suatu perkara
yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan atau yang
diperiksa oleh hakim (Subekti, 1995) Pembuktian dalam perkara
perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil, yaitu hakim
tidak boleh melewati batas permintaan yang diajukan oleh para
pihak yang berperkara. Hakum dalam hal ini, hanya cukup
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BAB
PRODUK HUKUM

PERADILAN AGAMA

Peradilan Agama memiliki 2 (dua) jenis perkara yang dapat
diajukan bagi masyarakat yang merasa belum mendapatkan hak-
haknya sebagaimana mestinya. Dua perkara yang dimaksud adalah
perkara gugatan dan permohonan. Pada dua jenis perkara diajukan
tersebut ke Pengadilan Agama nantinya merupakan produk hukum
yang dikeluarkan oleh hakim atas dua jenis perkara yang berbeda
tersebut. Untuk perkara permohonan, produk hukum yang
dikeluarkan oleh hakim adalah penetapan. Sedangkan untuk
perkara gugatan, produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim
adalah putusan.

A. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat
negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan
untuk mengakhiri atau menyelesaiakn suatu perkara atau
sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan (dapat
dilihat Pasal 189 R.Bg dan penjelasan Pasal 60 UU-PA). Putusan
hakim dari suatu lembaga peradilan secara filosufis telah diberi
label sebagai mahkota hakim. Sebuah mahkota idealnya adalah
indah dan menawan serta enak untuk dipandang oleh pencari
keadilan. Dan bahasa putusan itu adalah senjata hakim yang
berisi kata-kata bijak yang diungkapkan secara lugas, jelas dan
tegas. Dan senantiasa menghindari kata-kata prontal, berbelit-
belit dan tumpang tindih sehingga pencari keadilan merasa
perlu dan mengenakkan untuk dibaca. Sedangkan isi putusan
harus mencerminkan tentang keadilan hakim sebagai wakil
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BAB
PROSEDUR SITA

DAN EKSEKUSI

Prosedur Sita dan Eksekusi adalah merupakan bagian dari
suatu pelaksanaan putusan pengadilan yang sering menimbulkan
gejolak karena ketidakterimaan atau ketidakpuasan oleh pihak
yang merasa dirugikan. Pelaksanaannya melibatkan aparat
penegak hukum seperti kepolisian dan unsur lainnya dengan
tujuan untuk pengamanan dan antisipasi terjadinya hal-hal yang
tidak diinginkan bersamas.

A. Pengertian Sita dan Eksekusi

Sita adalah tindakan menempatkan harta kekayaan
tergugat (harta sengketa) secara paksa berada dalam penjagaan
yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan
atau hakim. Adapun tujuan dari sita adalah pertama agar
penggugat tidak Illusioir, maksudnya agar barang tergugat
(barang sengketa) tidak dipindahkan kepada orang lain melalui
jual beli, hibah dan sebagainya agar tidak dibebani dengan sewa
atau diagunkan kepada pihak ketiga. Yang kedua yaitu agar
objek eksekusi kepastian adanya setelah perkara yang
disengketakan diputus oleh pengadilan.

Defenisi mengenai eksekusi ini merupakan karya teoritis
para ahli hukum didasarkan kepeda ketentuan yang terdapat
dalam hukum Acara Perdata, berikut ada beberapa pendapat
para ahli mengenai pengertian eksekusi, diantaranya yaitu:

73



BAB

1 O UPAYA HUKUM

Upaya hukum merupakan suatu rangkaian tindakan yang
dilakukan oleh seseorang (pihak tergugat) dalam menyikapi
putusan pengadilan. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari
ketidakpuasan terhadap putusan hakim yang dianggap tidak sesuai
dengan apa yang diinginkan dalam hal ini tidak memenubhi rasa
keadilan.

A. Upaya Hukum Verset

Verzet merupakan istilah huku yang secara umu diartikan
atau disebut dengan “perlawanan”. Pada dasarnya, verzet
merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh tergugat ketika
dijatuhi hukuman verzetek yang tidak didahului oleh upaya
hukum banding penggugat. Verset adalah suatu upaya hukum
biasa, yang diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang
berperkara terhadap suatu Putusan Pengadilan Negeri. Putusan
verstek dalam sistem huku di Indonesia yakni dalam ketentuan
Pasal 125 HIR, Pasal 129 HIR dan Pasal 149 RBG, putusan verstek
adalah putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, atau
tanpa kehadiran orang lain untuk mewakilinya tanpa alasan
yang sah dan dapat dibenarkan serta ia telah dipanggil secara
sah dan patut (Deddy's, 2018).

Prosedur mengajukan Verzet dapat dilakukan dalam
waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Verstek
diberitahukan kepada tergugat sendiri jika putusan tidak
diberitahukan kepada tergugat, maka perlawanan boleh
diterima sehingga pada hari ke-8 setelah teguran yang tersebut
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Alat Bukti

Beracara

Diktum

Ekesekusi

Eksepsi

Gugatan

HIR

GLOSARIUM

Segala sesuatu yang digunakan dalam proses
peradilan untuk membuktikan kebenaran suatu
peristiwa atau fakta yang menjadi pokok
perkara

Proses memeriksa dan mempertimbangkan
perkara di pengadilan

Putusan pengadilan yang berisi pertimbangan
hukum atau alasan mengapa  hakim
memutuskan suatu perkara.

Proses atau tindakan untuk melaksanakan,
menerapkan atau menjalankan suatu rencana,
keputusan atau perintah menjadi kenyataan

Tangkisan atau pembelaan yang berisi
permohonan penolakan/ keberatan yang
disampaikan oleh terdakwa disertai dengan
alasan-alasannya bahwa dakwaan yang
diberikan  kepadanya tidak = memenuhi
persyaratan hukum.

Suatu permohonan yang disampaikan kepada
Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang,
mengenai suatu tuntutan terhadap pihak
lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara
tertentu oleh pengadilan serta kemudian
diambil putusan terhadap gugatan tersebut.

Merupakan singkatan dari Herzien Inlandsch
Reglement yang artinya Reglemen Indonesis
Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam
persidangan perkara perdata maupun pidana
yang berlaku di pulau Jawa dan Madura.
Reglemen ini berlaku di zaman Hindia Belanda
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yang tercantum di Berita Negara (staatblad)
Nomor 16 Tahun 1848

Fundamentum Petendi : Dalil yang  menggambarkan

Permohonan

Petitum

Posita

adanya hubungan yang menjadi dasar atau
uraian dari satu tuntutan

Tuntutan hak yang tidak mengandung
sengketa yang kemudian terdapat satu pihak
saja yang disebut sebagai pemohon.

Suatu syarat formil yang harus ada dalam
dokumen yang disampaikan kepada hakim di
persidangan seperti surat gugatan atau surat
jawaban. Maka dapat dikatakan bahwa
kesimpulan dari gugatan yang berisi hal-hal
yang dimohonkan untuk diputuskan oleh
hakim.

Bagian dalam surat gugatan yang berisi dalil
atau uraian mengenai hubungan hukum atas
hak yang dijadikan dasar menggugat serta
kerugian yang ditimbulkan

Preponderence of Evidence : Istilah hukum yang mengacu

Putusan

RBg
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pada bukti-bukti yang lebih  berbobot,
meyakinkan atau dapat dipercaya jika
dibandingkan dengan alat bukti lainnya.

Suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara
yang diucapkan di muka persidangan dengan
tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan
suatu perkara atau sengketa antara para pihak
yang saling berkepentingan

Merupakan singkatan dari Rechtreglement voor
de Buitengewesten yang artinya Reglemen
Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa dan
Madura). RBg adalah hukum acara yang berlaku



Sengketa

Sita

Terdakwa

di persidangan perkara perdata maupun pidana
di Pengadilan di luar pulau Jawa dan Madura.

Pertentangan atau konflik yang terjadi antara
individu-individu atau kelompok-kelompok
yang mempunyai hubungan atau kepentingan
yang sama atas objek kepemilikan yang
menimbulkan akibat hukum antara satu dengan
yang lain.

Merupakan tindakan menempatkan harta
kekayaan tergugat secara paksa agar berada
dalam penjagaan oleh perintah pengadilan atau
hakim

Seseorang yang dituntut, diperiksa dan diadili
di sidang pengadilan.
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Lampiran:

Surat Kuasa Latihan

Gugat Cerai/ Permohonan Cerai Talak Latihan

Jawaban Tergugat/ Termohon Latihan

Replik Latihan

Duplik Latihan

Daftar Bukti Surat Penggugat/ Pemohon/ Tergugat/ Termohon

Latihan

7. Kesimpulan Penggugat/ Tergugat/ Pemohon/ Termohon
Latihan

SRS LN o e
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